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pDalam suatu proses beracara di Pangadilan dibutubkan proses atav tahapan
sehmgga dicapai keputusan akhir. Proses atau tahapan tersebut dikenal sebagat
suaty sistem yang tersusun sedemikian rupa sehingga Hakim dapat memipesikart
keputusennya. Demikian juga halnya dengan persangkaan-persangkaan yang
dilakukan terhadap telah terjadinya suatu perbustan pidana korupsi maka dibutuhkan
suatu tata cara proses penanganan yang sedernikian rupa setingga pefaku korupst
tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut.
Meskipun Undang-tUndang No. 20 Tahun 2001 mengatur sedemikian rupa tata cra
penyidikan sampal pertanggung jawaban tersangka di depan pengadilan, tetapj pada
kenyataanya kejahatan korupsi bukan berkurang malah semakin meningkat. Hal ini
dapat dilihat dari data-data di bawah ni :

Pembahasan skripsi ini pada casarnya mengetengahkan peinbaliasan
tentang tindak pidana korupsi serta akibat hukumnya dan tata cara pemertksaannya
di tingkat pengadilan. Mellha! buruknya koiupsi dan dampaknya bagi suatu bangsa
maka adalah suatu hal yang menarik untux mengkajl lebih jauh tentang issiah
korupst itu sendin dan juga proses penanganannya di tingkat pengadilan, karena
selama :m berkembangnya korupsi karena pengadilan belum mampy memberkan
efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku dalam putusan-putusannya tentang
tindak pidana korupsi.

Adapun permasaighan yang dtangkat menjadi bahan penelitian skripst ini
adalah : * Bagaimana proses pemeriksaar- perkara tindak pidana korupsi agar tindak
pidana korupsi dapat dfkurangl fumlahnya ™.

Setelah dilakukan penclittan dan peinbahaszn maka diketahtii :

1. Undang-Undang Ne. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIndaxk Pidana
Korupsi menganut prinsip pembuktian terbalik, dimana penuntut umum dapat
melakukan penuntutan terhadap sesegrang yang disangkakan leiah melakukan
perbuetan pidana korupsi. Beban pembuktion tidak berada pada pihak penuntut
umum tetap: pada tersangka, dimarad 13 harus dapat niambedkan buxti-buktl
bahwa haita yang dimiliki didapatkan dari sumber yang sah dan bukan hasi
konps:.

2. Pelaksanaan pemeriksaan perkara korupsi berbeda denaan perkara pidana biesa,
dimara dalam perkara korupsi pihak = piliak terkalt dapat meminta keterangan
kepada bank tientang keadaan keuangan tersangka, serta dapatnya dilaksanakan
suatu sistem peradilan in absent:a dimana pefaksanaan persidangannya tidak
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chitkuiti tersangi.a.

3. Perbuztan pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 20¢1 dapat
dilakukan oleh tiga pihak yattu korporasi, pegawal negen sipil, dan orang
perorangan.

4. Pertanggung jawaban pidana digambarkan dengan adanya unsur kesalalian pada
si oelaku atau dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuiatan pidana
yang akan dip.dana apabila i@ mempunyal kesalahan melakukan tindak pidana
Korupsi
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